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. UMUM

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna
menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak
pada Kementerian Lingkungan Hidup sebagai salah satu sumber
penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk
peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kementerian Lingkungan Hidup telah memiliki jenis dan tarif atas
jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif
atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada
Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Namun, dengan adanya
penyesuaian jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak pada Kementerian Lingkungan Hidup, perlu mengatur kembali
jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dengan Peraturan
Pemerintah.
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Yang dimaksud dengan "Paksaan Pemerintah” adalah
sanksi administrasi yang diterapkan oleh pejabat
administrasi yang berwenang yang berupa tindakan
nyata yang dilakukan oleh organ pemerintah atau atas
nama pemerintah untuk menghentikan atau mengakhiri
pelanggaran dan memulihkan keadaan.
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